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BAB V 

PEMBAHASAN  

A. Fenomena Terjadinya Peralihan Harta dari Orang Tua Asuh Non 

Muslim Kepada Anaka Asuh Muslim Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung. 

Penelitian yang peneliti temukan di lapangan, sebuah keluarga yang 

yang berisi anak angkat dan seorang ibu angkat. Dalam keluarga tersebut 

terdapat fenomena hukum yang menurut peneliti perlu diteliti yaitu mengenai 

peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim. 

Menurut peneliti dalam kasus tersebut terdapat keganjalan yaitu seorang ibu 

ingin mengangkat anak asuh tetapi tanpa penetapan pengadilan, dan anak asuh 

tersebut setelah dewasa mendapatkan seluruh harta kekayaan dari orang tua 

asuhnya tersebut.  

Dalam ranah hukum mengenai dengan pengangkatan anak dan hak 

hak yang didapat seperti pemberian waist wajibah sebenarnya tidak ada tetapi, 

yurispudensi di lingkugan Peradilan Agama tetap dilakukan, telah 

berulangkali diterapkan oleh para praktisi hukum Pengadilan Agama yang 

memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. 

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah 

biasanya masuk dalam sengketa waris. misalnya orang tua angkat, yang 

karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dan 

menyerahkan dengan mengatas namakan  seluruh harta kekayaannya kepada 
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anak angkatnya, karena orang tua kandung, dan saudara-saudara kandung 

berhak atas harta almarhumah atau almarhumah yang hanya meninggalkan 

anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini 

umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan 

paling banyak 1/3 (sepertiga) bagian saja. Selebihnya dibagikan kepada 

ahliwaris. 

Dalam berwasiat harusnya memenuhi beberapa syarat yaitu, syarat 

seseorang dapat berwasiat adalah: 

1. Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya 

paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain 

atau lembaga. 

2. Harta  benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari si pewasiat. 

3. Pemilik terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) asal ini 

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.  

Anak asuh tidak berhak mendapatkan harta warisan namun yang 

terjadi di penemuan peneliti adalah anak asuh tersebut mendapatkan seluruh 

harta kekayaan padahal dalam keluarganya masih ada garis keturunan 

menyamping. Anak asuh tersebut masih memilki ibu kandung, dan anak asuh 

tersebut masih tetap di biayai secara materi oleh ibu kandungnya tersebut, 

bukankah sebaiknya harta yang diberikan kepad anak asub tersebut sebgaian 

diberikan dahulu kepada keturunan menyamping dari ibu asuh, tetapi yang 

terjadi adalah seluruh hartanya diberikan pada anak asuhnya. Atas dasar 
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kepercayaan dan hanya memberikan syarat bahwa nanti setelah tua mau 

mengurus kehidupan ibu asuh tersebut. 

Apabila seseorang berwasiat untuk orang yang adil, lalu orang itu 

berubah menjadi fasik, maka wasiat tersebut hendaknya dicabut, sebgaimana 

jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya, maka hal itu tidak sah 

karena ia tidak dapat dipercaya untuk mengurusnya. Demikian menurut 

pendapat Maliki, Syafi’i.1 

Suatu wasiat tidak sembarangan dilakukan karena suatu wasiat 

memilki syarat, syarat dalam melaksanakan wasiat, dimana wasiat: 

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di 

hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. 

2. Wasiat hanya diperoleh sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta 

warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. 

3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli 

waris.2 

Penerapan lembaga hukum wasiat wajibah dalam kasus sengketa anak 

angkat dan ahli waris beda agama di Indonesia merupakan perkembangan 

hukum baru. Kasus ahli waris beda agama yang diserahkan penyelesaiannya 

kepada lembaga wasiat wajibah harus melalui pertimbangan hukum yang 

mendalam, sehingga antara kasus yang satu dengan yang lain tidak memiliki 

penerapan hukum yang sama. Konsepsi wasiat wajibah sebenarnya hanya 

                                                             
1 Al-‘Alamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Madzab, (Bandung: 

Harsyimi,), hlm. 321  
2 Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam 

Konteks Kewenangan Peradilan Agama, ( Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 
Tahun IX, 1998), HLM. 23  
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diperuntukan kepada ahli waris dan juga kerabat yang tidak memperoleh 

bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan 

syara’.3 

Dalam penemuan peneliti tersebut ternyata dalam kaitan aktanya ibu 

asuh memberikan kepada anak asuhnya melalui akta jual beli krena ibu 

asuhnya tidak mau nantinya ada yang merebut kembali harta pemberiannya 

tersebut setelah ibu asuh meninggal dunia, sehingga di depan notaris ibu 

kandung anak asuh tersebut sebagai wakil dari anak asuh tersebut 

memberikan uang kepada ibu asuhnya, dan uang yang diberikan itu adalah 

uang milik ibu asuhnya tersebut. 

penerapan kaidah hukum wasiat wajibah adalah demi mewujudkan 

rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat 

maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada 

hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua 

angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak 

mendapatkan bagian atas harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya. 4 

Balai harta peninggalan mewajibkan, apabila ada seorang janda yang 

mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna 

mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang 

diangkat itu. 5 

                                                             
3 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2008), hlm. 28  
4 Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengetahuan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, (Mimbar 

Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010), hlm.316  
5 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak...., hlm. 28 
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Peneliti juga menemukan keganjalan bahwasanya antara anak angkat 

dan juga ibu angkat tersebut memiliki agama yang berbeda, dan ternyata 

Penerapan lembaga hukum wasiat wajibah dalam kasus sengketa anak angkat 

dan ahli waris beda agama di Indonesia merupakan perkembangan hukum 

baru. Kasus ahli waris beda agama yang diserahkan penyelesaiannya kepada 

lembaga wasiat wajibah harus melalui pertimbangan hukum yang mendalam, 

sehingga antara kasus yang satu dengan yang lain tidak memiliki penerapan 

hukum yang sama. Konsepsi wasiat wajibah sebenarnya hanya diperuntukan 

kepada ahli waris dan juga kerabat yang tidak memperoleh bagian harta 

warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’. 

Kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat qadhariyah, dalam 

pengertian, kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan 

sebagai wasiat, tidak disandarkan lagi kepada ada atau tidaknya seseorang 

meninggalkan wsiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-

undang yang berlaku, sehingga meskipun orang tidak berwasiat  semasa 

hidupnya, secara otomatis telah dianggap berwasiat.6 

Dalam penelitian peneliti juga menemukan bahwasnya ada garis 

keturunan menyamping yang masih hidup, tetapi tidak diberikan hak waris 

dahulu oleh ibu asuh tersebut, padahal pemberian wasiat wajibah tidak boleh 

merugikan hak hak dari ahli waris.7Dalam fikih Islam, wasiat wajibah 

umumnya lebih didasarkan  kepada pemikiran akal, yang disatu sisi 

dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang 

                                                             
6   Ibid., hlm. 28 

7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. AL Maarif, 1998), hlm.983 
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dekat dengan pewaris, tetapi secara syar‟i tidak memeroleh bagian dari jalur 

faraidh. Namun disisi yang lain, ke empat imam mazhab mengharamkannya 

jika hal itu akan memberikan mudharat bagi ahli waris.8 

Wasiat tdak boleh lebih dari sepertiga harta jika orang yang berwasiat 

tersebut mempunyai ahli waris, kecuali dengan izin mereka, karena apa yang 

lebih dari sepertiga harta merupakan hak mereka. Sehingga jika mereka 

mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah. Izin para 

ahl waris tersebut diikrarkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. 9 

 

B. Peralihan Harta dari Orang Tua Asuh Non Muslim Kepada Anak Asuh 

Muslim diTinjau dari Hukum Positif di Desa Ringinpitu Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, seorang ibu angkat 

atau ibu asuh memberikan hartanya kepada anak asuhnya yang di rawat sejak 

kecil. Memberikan harta kepada anak dikatakan warisan, pengertian waris 

menurut peneliti sendiri adalah memberikan sebagian harta kepada ahli waris 

setelah  pewaris tersebut meninggal dunia. Ahli waris sendiri haruslah 

memiliki syarat yaitu terdapat dalam KUHPerdata yaitu10: 

                                                             
8 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm. 170  
9 Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), hlm. 44  
10 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta: PT, 

Pradnya Paramita, 2013), hlm. 322  
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1. Terdiri dari suami istri yang hidup terlama ditambah dengan anak serta 

sekalian keturunan anak hal tersebut terdapat dalam pasal 832, 852, 852 

a KUHPerdata. 

2. Terdiri dari ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah 

satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari serta sekalian 

keturunan saudara atau saudari tersebut (Pasal-pasal 854,855,856, dan 

857 KUH perdata).  

3. Terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek nenek garis atau pihak 

ayah. Menurut Pasal 853 KUH perdata, apabila si yang meninggal 

dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri maupun 

saudara atau saudari maka harta warisan di kovling (dibagi 2), satu 

bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas 

dan satu bgaian yang lainnya untuk sekalian keluarga sedarah dalam 

garis keturunan ke  atas. 

4. adalah terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang 

sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat. 

Tidak otomatis di dalam memberikan harta, harta tersebut 

tergolong kedalam harta warisan. Harsuslah dipastikan dahulu apakah 

harta tersebut warisan atau wasiat. Yang haruslah di teliti adalah apakah 

ada hubungan sedarah atau garis keturunn keatas atau kesamping.  

Jika dilihat dari kasus yang ditemukan peneliti tersebut harta yang 

diberikan tersebut bukanlah tergolong kepada warisan karena harta 

tersebut di berikan langsung oleh ibu angkatnya, dan memberikannya 
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ketika pemilik harta tersebut masih hidup. Tidak dapat di katakan warisan 

melihat kembali statusnya seorang anak angkat tersebut tidak lah berhak 

mendapatkan warisan, karena yang mendapatkan warisan di dalam 

KUHPerdata hanyalah yang memiliki hubungan darah ataupun masuk 

kedalam kategori garis keturunan keatas atau menyamping, sehingga 

menurut peneliti anaka angkat tersebut tidaklah mendapatkan warisan 

tetapi mendapatkan wasiat.   

di Indonesia banyak sekali kasus yang sedemikian rupa dengan 

temuan penelian tersebut. Tidak mungkin Pengadilan Agama tidak bisa 

membuat Yurispudensi mengenai kasus yang ada tersebut. Yurispudensi 

pada Pengadilan Agama tetap di lakukan. Yurispudensi yang di berikan 

oleh Pengadilan Agama yaitu telah berungkali di terapkan oleh praktisi 

hukum Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak 

angkat melalui lembaga wasiat wajibah, hal tersebut dilakukan supaya 

anak angkat tetap mendapatkan keadilan, karena biasanya apabزila paa 

saudara atau garis keturunan keatas si pewaris mengetahui bahwasnya 

anak angkat tersebut mendapatkan seluruh harta dari pewaris maka 

saudara-saudara pewaris tersebut akan menuntut hak warisnya. Apabila 

ada saudara yang menuntut maka anak angkat tetap akan mendapatkan 1/3 

bagian dari harta. Kasus anak angkat di berikan kepada lembaga wasiat 

wajibah yaitu anak angkat mendapatkan 1/3 karena maxsimal yang 

didapatkan anak angkat adalah sebesar 1/3 bagian. 
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Di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat 

wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut: 

2. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua 

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari warisan anak harta anak angkatnya. 

3. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya.11 

Kasus yang terjadi dalam penelitian yang ditemukan adalah 

memberikan seluruh hartanya orang tua asuh kepada anak suhnya hal 

tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Positif karena besaran yang di 

dapatkan hanyalah 1/3. Setelah di telusuri oleh peneliti ternyata harta 

tersebut di depan hukum tidak di jadikan sebagai wasiat wajibah atau 

warisan. Harta tersebut di serahkan menggunakan akta jual beli, agar tidak 

ada yang menggungat atau meminta warisan dari pewaris nantinya ketika 

pewaris atau ibu asuh tersebut meninggal dunia. Sehingga kasus yang 

terjadi adalah ibu asuh tersebut memberikan uang kepada anak asuhnya 

untuk nanti di serahkan sebagai seorang pembeli di depan notaris, 

walaupun sebenarnya uang tersebut juga milik ibu asuhnya.  

Seorang ibu yang mengasuh anak perempuan yang beragama non 

muslim menyerahkan seluruh harta yang di berikan kepada anak asuhnya 

                                                             
11  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi, ( Bandung, Nuansa 

Mulia, 2012), Hlm. 123 
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yang beragama Islam. Dalam KHI pada Pasal 172 bahwa ahli waris di 

pandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau 

pengakuan atau amalan atau kesaksian.12 Dalam pasal ini menjelaskan 

bahwasanya anak muslim tidak dapat mewarisi harta orang tuanya non 

muslim, karena keIslaman dapat diketahui dari KTP nya. 

Dalam kasus temuan penelitian ini seorang anak muslim 

seharusnya tidak dapat mewarisi harta orang tuanya yang non muslim, 

karena peneliti berpedoman pada KUHPerdata, tetapi yang terjadi adalah 

keluarga yang ditemukan peneliti memanipulais hukum, sehingga tetap sah 

pemberian harta tersebut. Pemberian tersebut tidak berarti waris atau 

wasiat tetapi jual beli harta antara anak asuh dengan ibu asuhnya. 

 

C. Peralihan Harta dari Orang Tua Asuh Non Muslim Kepada Anak Asuh 

Muslim di Tinjau dari Hukum Islam di Desa Ringinpitu Kecamatan 

Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. 

Penelitian yang di temukan oleh peneliti di lapangan adalah seorang 

orang tua yang mengangkat anak menjadi anaknya dan harta yang dimiliki 

diberikan kepada anaknya tersebut hanya dengan syarat nanti ketika tua harus 

merawatnya. Dalam islam pengangkatan anak tidak begitu di bahas tetapi 

ulama’ modern yang lebih modern dalam berfikir dan menalar pengangkatan 

anak ini memiliki perdebatan yang panjang dikarenakan yang dibahas 

didalamnya terdapat masalah pertanggungjawaban terhadap anak angkat yaitu 

                                                             
12 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi, ( Bandung, Nuansa 

Mulia, 2012), Hlm. 52  
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mengenai pendidikan, nafkah, memelihara, dan juga setelah nantinya di 

tinggal meninggal dunia. 

Mengangkat anak dalam Islam memang boleh, tetapi tidak boleh 

menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Islam 

memiliki pedoman dalam Al-Qur’an surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبيَْنِ فيِْ جَوْفهِِ ج وَمَا جَعلَََزَْوَا جَكُمُ اللّا ئي تظَُا هِرُون مِنْهُنَّ  مَا جَعلََ اللََّّ

ُ يَقوُلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  هَاتِكُمْ ج وَمَا جَعلََ أدَْعِيَا ءَكُمْأبَْنَا ءَ كُمْ قَوْلكُُمْ بأِفَْوَا هِكُمْ صلى  وَاللََّّ أمَُّ

ِ ج فَإنِْ لمَْ تعَْلَمُوا ابَا ءَهمُْ فَإخِْوَا نكُُمْ فيِ الداِ  بِيْلَ)4( ادُْعُوْ همُْ لَِِبَا ئِهِمْ هُوَأقَْسَطُ عِنْداَللََّّ السَّ

 ُ دتَْ قلُوُ بكُُمْ ج وَكَانَ اللََّّ يْ نِ وَمَوَالِيكُمْ ج وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا حٌ فِيْمَا  أخَْطَا تمُْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تعََمَّ

(5غَفوُرًارَحِيْمًا )  

“ allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang 

demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan (yang 

benar).(4) panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada 

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 

dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang 

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”(5)13 

 

Dengan berpedoman pada ayat dalam surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 

tersebut Islam menyimpulkan bahwasanya tidak bisa di samakan antara 

anak angkat dengan anak kandung, sehubungan dengan itu maka anak 

                                                             
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta, Cahaya Qur’an, 2011), 

Hlm. 418  
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angkat dalam islam tidak bisa mendapatkan warisan apapun dari orang 

tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapatkan warisan dari orang 

tua kandungnya sendiri. Dengan berpedoman pada ayat 4 dan 5 suart Al-

Azhab tersebut anak angkat dalam Islam mendapatkan wasiat wajibah. 

Menurut peneliti anak angkat di dalam Islam boleh mendapatkan 

wasiat wajjibah hanya sebesar 1/3 bagian karena memberikan wasiat 

wajibah boleh dengan syarat tidak merugikan ahli waris, sesuai dengan 

hadis : 

 الثلث والثلث كثير

“sepertiga, dan sepertiga itu banyak”14 

 

 Peneliti menemukan bahwasanya orang tua asuh anak tersebut 

masih memiliki keluarga menyamping, seharusnya tidak semua di 

berikan kepada anak angkatnya tersebut. Tetapi yang peneliti temukan 

bahwasanya seluruh keluarga dari orang tua asuh tersebut sudah 

mengetahui dan semuanya sudah ikhlas juga tidak ada yang menuntut 

sama sekali.  

Dalam temuan peneliti juga ditemukan bahwasanya untuk 

mengantisipasi tidak adanya tuntutan untuk meminta warisan, sehingga 

orang tua asuh tersebut menggunakan metode jual beli. 

                                                             
14  Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Shahih Bukuhari Muslim, ( Surabaya, 

PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 553  
 



108 
 

 

 

Terkait dengan perbedaan agama antara orang tua asuh non 

muslim kepada anak asuh muslim  dalam hukum Islam peneliti 

berpedoman pada hadist yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim: 

 لَِ يرَِثُ الْمُسْلِمش الْكَا فرَِ وَلَِ الْكَا فرُِ الْمُسْلِمِ )متفق عليهق(

“seorang muslim tidak mewarisi harta non muslim dan orang non 

muslim tidak mewarisi harta muslim.” (HR.Bukhari Muslim)15 

Dalam hadist tersebut jelas sekali bahwasanya  seorang muslim 

tidak boleh mewarisi harta dari non muslim dan non muslim pun tidak 

boleh mewarisi harta dari orang muslim. Menurut peneliti sesuai dengan 

pedoman pada hadis tersebut seorang muslim dan non muslim boleh saling 

bertoleransinya dengan urusan sosialnya, boleh saling bertoleransi asalkan 

jangan tentang urusan harta dan juga tentang ibadah. Dalam Al-Qur’an 

penelti juga menemukan dalam Surat An-Nisa’ ayat 141 yang berbunyi: 

ِ قَا لوُا ألَمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَا نَ لِلْكَ  ا فرِِيْنَ الَّذِيْنَ يَترََبَّصُون بِكُمْ فَإنِْ كَا نَ لَكُمْ فتَحٌْ مِنَ اللََّّ

ُ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ  قلى  نَصِيْبٌ قَا لوُا ألَمَْ نَسْتحَْوِذْ عَلَيْكُمْ  وَنمَْنعَْكُمْ مِنَ الْمُؤْ مِنيِْنَ ج  فََللَّّ

ُ لِلْكَا فرِِيْنَ عَلىَ الْمُؤْ مِنِيْنَ سَبِيْلًّ )141(    وَلَنْ يَجْعلََ اللََّّ

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang 

akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika 

terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: “ 

Bukankan kami (turut berperang) beserta kamu?” dan jika orang-

orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka 

berkata: “ bukankan kami turut memenagkanmu dan membela 

kamu dari orang-orang mukmin?” maka Allah akan memberi 

                                                             
15 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Shahih........,hlm. 553  
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keputusan diantara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak 

akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan 

orang-orang yang beriman.”16 

 

 

 

 

                                                             
16  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah....,Hlm. 77 


